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POTRET 

PERMUKIMAN 

KUMUH DI 

JAWA TENGAH  



POTRET KUMUH DI JAWA TENGAH  

3982,88 

6740,57 

9532,23 

7039,04 

6351,84 

7160,36 
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LUAS KUMUH BERDASARKAN SK BUPATI / WALIKOTA (HA)  



TARGET & REALISASI PENGURANGAN KUMUH TAHUN 2015-

2019   

PROV. JATENG   

Target Pengurangan Kumuh menurut 
RPJMN 2015-2019 Provinsi Jawa 

Tengah  3.982,88 Ha 

*) Sumber : SIM KOTAKU  

2015- 2917  2018 2019 

Total Capaian 2015 – 2018 
2.470,91 Ha 

Capaian 
919,21 Ha 

23 % 

Capaian 
1.551,70 Ha 

39 % 

62 % 

Prediksi Capaian 
1.113,53 Ha  

Sisa Kumuh 
Akhir Tahun 

398,44 Ha  



KONDISI BASLINE DATA 100-0-100 DI JAWA TENGAH  
Kabupaten 

∑ Desa/Kel. Lokasi 
Luas Kumuh  Keterangan 

Sudah Baseline  
Belum 

Baseline 
Jumlah 

Kab. Batang 8 0 8 109.364 
Kab. Blora 13 0 13 66.15 
Kab. Banjarnegara 16 0 16 138.69 
Kab. Demak 10 8 18 368.01 Proses 
Kab. Boyolali 14 0 14 48.62 
Kab. Jepara 6 0 6 49.268 
Kab. Karanganyar 23 0 23 100.16 
Kab. Kendal 14 0 14 153.572 
Kab. Purworejo 11 0 11 197.41 
Kab. Sragen 3 0 3 3.6 
Kab. Tegal 22 0 22 487.78 
Kab. Wonogiri 6 0 6 47.98 
Kab. Temanggung 36 0 36 297.81 
Kab. Pemalang 26 0 26 326.82 
Kab. Semarang 15 0 15 477.92 
Kab. Pati 22 0 22 181.57 
Kab. Banyumas 10 0 10 69.58 
Kab. Rembang 19 0 19 290.45 
Kab. Pekalongan 35 0 35 538.2 
Kab. Wonosobo 5 0 5 70.834 
Kab. Brebes 34 88 122 798.32 Proses 
Kab. Kebumen 42 0 42 442.072 
Kab. Purbalingga 5 0 5 32.39 
Kab. Sukoharjo 30 0 30 202.567 
Kab. Klaten 13 0 13 236.5 
Kab. Magelang 9 0 9 85.09 
Kota Tegal 11 0 11 39.53 
Kab. Cilacap 8 0 8 26.88 
Kab. Grobogan 17 0 17 107.32 
Kab. Kudus 51 0 51 145.406 
Kota Semarang 62 0 62 415.93 
Kota Pekalongan 13 0 13 155.82 
Kota Magelang 17 0 17 67.405 
Kota Salatiga 4 0 4 21.84 
Kota Surakarta 51 0 51 359.55 

JUMLAH 681 96 777 7160.41 



SK KUMUH BUPATI/ WALIKOTA 

DILENGKAPI DENGAN  

SK KUMUH BUPATI/ WALIKOTA 

DILENGKAPI DENGAN  

Tabel Daftar Lokasi  
Yang telah di verifikasi oleh Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi  

Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018  

Peta Sebaran Lokasi  Buku Profil Lokasi    
Hasil Pendataan numerik  dan 

penilaian lokasi untuk tiap 
lokasi   



Latar Belakang Baseline 

LANDASAN 

UTAMA: 

UU No.1 Tahun 

2011 

(Pasal 94 sd 95) 

LANDASAN 

UTAMA: 

UU No.1 Tahun 

2011 

(Pasal 94 sd 95) 

Pembangunan &  

Pengembangan 

Perumahan 

Permukiman 

Pembangunan &  

Pengembangan 

Perumahan 

Permukiman 

Pencegahan dan 

peningkatan kualitas 

terhadap perumahan 

kumuh 

Pencegahan dan 

peningkatan kualitas 

terhadap perumahan 

kumuh 

• Pengawasan dan 

pengendalian; 

• Pemberdayaan 

Masyarakat. 

• Pengawasan dan 

pengendalian; 

• Pemberdayaan 

Masyarakat. 

Permasalahan Umum Kawasan 

Permukiman Kumuh 

Permasalahan Umum Kawasan 

Permukiman Kumuh 

• Kepadatan Bangunan yang tinggi; 

• Kondisi Prasarana dan Sarana 

yang buruk secara kuantitatif dan 

kualitatif; 

• Kondisi Lingkungan yang tidak 

didukung oleh sistem drainase; 

• Tidak memiliki keteraturan struktur 

permukiman; 

• Permukiman di bantaran sungai; 

• Areal yang terpengaruh secara fisik 

oleh adanya pengelolaan limbah  

oleh pabrik di sekitarnya. 

• Kepadatan Bangunan yang tinggi; 

• Kondisi Prasarana dan Sarana 

yang buruk secara kuantitatif dan 

kualitatif; 

• Kondisi Lingkungan yang tidak 

didukung oleh sistem drainase; 

• Tidak memiliki keteraturan struktur 

permukiman; 

• Permukiman di bantaran sungai; 

• Areal yang terpengaruh secara fisik 

oleh adanya pengelolaan limbah  

oleh pabrik di sekitarnya. 

PENYUSUNAN DATABASE KAWASAN KUMUH & POLA 

PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN  KUMUH 

PENYUSUNAN DATABASE KAWASAN KUMUH & POLA 

PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN  KUMUH 

1. Penanganan kumuh di perkotaan 

merupakan salah satu agenda yang 

terdapat dalam Renstra Kementerian PU, 

Ditjen Cipta Karya, dimana upaya 

penanganan kumuh melalui pendekatan 

kawasan dalam mengurangi luasan 

kawasan kumuh yang ada dan mendukung 

program SDGs 

2. Perlunya akurasi data dan relevansi yang 

sesuai serta framing lokasi dalam konteks 

keterpaduan penanganan kawasan 

menjadi sangat penting untuk menjadi 

dasar/ readiness criteria pembangunan. 

3. Justifikasi dan relevansi kriteria kawasan 

kumuh yang terdapat dalam payung hukum 

dan ketetapan formal terkait kawasan 

kumuh oleh Pemda berupa Surat 

Keterangan (SK) Daerah. 

4. Diperlukannya pemutakhiran data kawasan 

kumuh berdasarkan SK Daerah (sesuai 

Amanat Pasal 98 Undang-Undang no 1 

tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, RPIJM, SPPIP, dan 

RPKPP ). 



FORMAT NUMERIK DALAM PENETAPAN LOKASI KUMUH  
SESUAI PERMEN PUPR NO 14/PRT/M/2018  

Format numerik menjadi lampiran SK Kumuh Bupati/Walikota yang di susun melalui 
proses identifikasi  dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah ( pasal 31 ayat 1)  

Format numerik menjadi lampiran SK Kumuh Bupati/Walikota yang di susun melalui 
proses identifikasi  dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah ( pasal 31 ayat 1)  



FORMAT  PENILAIAN LOKASI DALAM PENETAPAN KUMUH  
SESUAI PERMEN PUPR NO 14/PRT/M/2018  



Peninjuan Ulang  

SK Kumuh  

20 

Pemerintah daerah 

Hasil peninjauan ulang 

ditetapkan dalam bentuk 

peraturan bupati/walikota  

atau gubernur untuk DKI 

Jakarta 

Sebagai hasil dari penanganan 

yang telah dilakukan serta 

pengurangan tingkat 

kekumuhan  

Untuk Menilai pengurangan 

jumlah lokasi dan/atau luasan 

permukiman kumuh  

Pelaku: 

Tujuan: 

SK KUMUH BUPATI/ WALIKOTA 
yang sudah di tetapkan  

SK KUMUH BUPATI/ WALIKOTA 
yang sudah di tetapkan  

Ditinjau Ulang paling 
sedikit 1 (satu) kali 

dalam 5 (lima) tahun  
Permen PUPR Nomor 

14/PRT/M/2018  

Pasal 38 



FORMAT  DAFTAR LOKASI VERRIFIKASI PENINJAUAN ULANG  
SESUAI PERMEN PUPR NO 14/PRT/M/2018  



FORMAT  PENILAIAN HASIL PENINJAUAN ULANG  
SESUAI PERMEN PUPR NO 14/PRT/M/2018  



K E M E N T E R I A N  P E K E R J A A N  U M U M  D A N  P E R U M A H A N  R A K Y A T  
D I R E K T O R A T  J E N D E R A L  C I P T A  K A R Y A  
B A L A I  P R A S A R A N A  P E R M U K I M A N  W I L A Y A H  P R O V I N S I  J A W A  
T E N G A H   

TERIMA KASIH  
Bersama Kita Berkolaborasi  
Mewujudkan Kota Layak Huni Dan Berkelanjutan 


